
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1272, 2019 BPS. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Jabatan 

Fungsional Statistisi melalui Penyesuaian/Inpassing. 

 

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK 

NOMOR 6 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL 

STATISTISI MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 41 Tahun 

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan 

Pusat Statistik Nomor 26 Tahun 2017 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 

Fungsional Statistisi melalui Penyesuaian/Inpassing 

sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan 

pelaksanaan penyesuaian/inpassing, sehingga perlu 

diganti; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 

2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

dalam Jabatan Fungsional Melalui 

Penyesuaian/Inpassing, perlu menetapkan Peraturan 

Badan Pusat Statistik tentang Pengangkatan Pegawai 

Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Statistisi melalui 

Penyesuaian/Inpassing; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 3683); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5258); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan 

Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 139); 

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
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Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 

2009 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  

9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 235); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2013 tentang 

Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

697); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 

Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274); 

12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 142 

Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Formasi 

Jabatan Fungsional Statistisi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 888); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG 

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN 

FUNGSIONAL STATISTISI MELALUI PENYESUAIAN/ 

INPASSING.  
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara 

(ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian 

untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

2. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki 

Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. 

3. Penyesuaian/Inpassing adalah proses penyesuaian 

jabatan PNS non Statistisi menjadi Jabatan Fungsional 

Statistisi kategori keterampilan dan keahlian sesuai 

dengan ketentuan dan persyaratan yang terdapat dalam 

Peraturan Badan ini. 

4. Jabatan Fungsional Statistisi adalah jabatan yang 

mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan 

wewenang untuk melakukan kegiatan statistik. 

5. Statistisi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, 

wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang 

berwenang untuk melakukan kegiatan statistik. 

6. Statistisi Terampil adalah Statistisi dengan kualifikasi 

teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya 

mensyaratkan penguasaan teknis dan prosedur kerja di 

bidang statistik. 

7. Statistisi Ahli adalah Statistisi dengan kualifikasi 

profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya 

mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, 

metodologi, dan teknik analisis di bidang statistik. 

8. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan 

dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus 

dicapai oleh Statistisi dalam rangka pembinaan karir 

yang bersangkutan. 

9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 
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menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen 

ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

10. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai 

kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, 

pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

11. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Statistisi adalah 

Badan Pusat Statistik (BPS). 

12. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi 

daerah. 

13. Instansi Pusat adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah 

Nonkementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan 

Kesekretariatan Lembaga Nonstruktural. 

14. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan 

perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi 

sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat 

daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 

15. Rekomendasi adalah keterangan hasil uji kompetensi 

yang menyatakan tingkatan keterampilan/keahlian PNS 

pada Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh Instansi 

Pembina Jabatan Fungsional. 

16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. 

 

BAB II 

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI 

MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 2 

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Statistisi 

kategori keterampilan dan/atau keahlian melalui 

Penyesuaian/Inpassing pada instansi pemerintah 


